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KUESIONER 

1. Perencanaan dan Pembuatan Anggaran 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

(analisa sekunder) 

1.  Alokasi anggaran untuk penanganan 
Covid-19 bisa dipastikan tidak ada dalam 
APBD Tahun Anggaran 2020. Andai kata 
pun ada, anggaran yang tersedia hanya 
berupa Belanja Tidak Terduga (BTT). Itu 
pun besaran nilainya relatif kecil. Untuk 
itu, pemerintah daerah harus bergerak 
cepat melakukan percepatan penyesuaian 
APBD tahun 2020. 

 

2.  Ada tiga langkah konkret yang bisa 
dilakukan pemerintah daerah agar 
ketersediaan anggaran penanganan 
penyebaran dan dampak Covid-19 dapat 
terpenuhi. Pertama, melakukan 
pengutamaan penggunaan alokasi 
anggaran kegiatan tertentu (refocusing) 
melalui optimalisasi pengunaan Belanja 
Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam 
APB Tahun Anggaran 2020 Kedua, 
menyisir, merasionalisasi dan menjadwal 
ulang capaian program dan kegiatan tahun 
2020. Sehubungan dengan hal ini, 
pemerintah daerah dapat melakukan 
rasionalisasi terhadap belanja pegawai, 
belanja barang/jasa, serta belanja modal. 
Ketiga, memanfaatkan uang kas yang 
tersedia. 

 

3.  Pemerintah daerah membuat skala 
prioritas dalam pengalokasian penggunaan 
anggaran untuk keperluan pencegahan 
penyebaran dan percepatan penanganan 
Covid-19. Setidaknya, ada tiga prioritas 
utama pengalokasian anggaran tersebut, 
yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) 
penanganan dampak ekonomi; dan (3) 
penyediaan jaring pengaman sosial dalam 
bentuk hibah dan bantuan sosial. 
Penanganan kesehatan dapat diwujudkan 
dalam bentuk penyediaan Alat Pelindung 
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Diri (APD) tenaga medis, pemberian 
insentif tenaga kesehatan, dan penyediaan 
sarana fasilitas kesehatan bagi pasien 
Covid-19. 

4.  Fraksi PDIP mengenai pengalihan sebesar 
40 persen dari APBD Kota Medan Tahun 
2020 untuk digunakan dalam penanganan 
dan penyebaran Covid-19 di Kota Medan. 

 

5.  Seluruh fraksi menyetujui dan menerima 
Ranperda tentang P APBD 2020 dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
untuk ditetapkan dan disetujui menjadi 
Perda. 

 

6.  Dalam memenuhi amanat peraturan 
pemerintah pusat terkait anggaran 
pandemi covid-19.Pemko Medan bersama 
dengan DPRD Kota Medan sepakati 
perubahan Kebijakan Umum APBD serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Perubahan Tahun Anggaran 2020 (KUA-
PPAS P-APBD TA 2020). 

 

7.  Proyeksi pendapatan setelah perubahan 
tahun 2020 sebesar Rp.4.69 Triliyun lebih 
atau menurun sebesar 22.93% 
dibandingkan sebelum perubahan tahun 
2020. 
Selanjutnya dari sisi belanja, disepakati 
perubahan belanja daerah tahun 2020 
diproyeksikan sebesar Rp.4.91 Triliyun 
lebih, atau menurun sebesar 16.02% 
dibandingkan sebelum perubahan tahun 
2020. 

 

8.  Anggaran relokasi dan refusing yang 
untuk Covid-19 Pemko Medan ini ada 
hampir Rp 500 miliar, 

 

9.  Penetapan APBD menjadi peraturan 
daerah dilakukan setelah adanya evaluasi 
APBD dari provinsi dan evalausi APBD 
dari kabupaten/kota. 

 

10.  Pemkot Medan mengeluarkan Peraturan 
Wali Kota (Perwal) Medan No 11 Tahun 
2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Covid-
19 di Kota Medan. 

 

 

https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/pemko-medan
https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
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2. Pelaksanaan Anggaran 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

(analisa sekunder) 

1.  Bagaimana Pelaksanaan APBD 2020 dan 
P APBD 2020 

 

2.  Apakah DPRD melaksanakan Refocusing 
anggaran dan Realokasi Anggaran 

 

3.  Sejauh mana optimalisasi Anggaran di 
realisasikan 

 

4.  Dalam pelaksanaan anggaran SKPD 
mengacu kepada DPA dan Rencana 
Anggaran Kas yang telah disahkan. 

 

5.  SKPD dalam pelaksanaan anggarannya 
telah mengikuti prosedur dalam 
pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai 
dengan jumlah yang tercantum dalam 
dokumen DPA dan Anggaran Kas. 

 

6.  Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD 
Medan, menyoroti Silpa dari APBD 2019 
sebesar Rp509,65 atau 10,1 persen 
menunjukan ketidakmampuan Pemko 
Medan dalam mengelola anggaran. 

 

7.  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota 
Medan mendesak Plt Walikota Medan 
untuk segera mempercepat pelaksanaan 
realisasi anggaran belanja barang dan jasa, 
belanja modal termasuk bantuan sosial 
yang telah dianggarkan dan disetujui pada 
perubahan APBD Kota Medan tahun 
anggaran 2020 ini sehingga dapat 
merangsang dan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk 
di Kota Medan,” papar Robi yang juga 
anggota Komisi I ini 

 

8.  Fraksi HPP DPRD Medan ini juga menilai 
Dinas Kesehatan sebagai bidang yang 
bertanggungjawab terhadap kesehatan 
rakyat Kota Medan, dengan Corona Virus 
19 (Covid 19) ini menunjukkan program 
kesehatan yang dilaksanakan status quo 
atau tidak ada perubahan. 

 

9.  Fraksi PDI-Perjuangan  memberikan  
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apresiasi terhadap kesriusan Pemko 
Medan dalam menanggulangi Covid-19 
dengan membuat kebijakan mengalihkan 
dana APBD Kota Medan Tahun 2020 
untuk digunakan dalam penanganan 
Covid-19 di Kota Medan. 

10.  Mengapa masih ada warga yang layak 
namun tidak mendapat bantuan. Terkait 
anggaran penanganan covid 19 di Medan, 
anggota DPRD Medan 

 

 
3. Evaluasi dan Pengawasan Anggaran 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

(analisa sekunder) 

1.  Sejauh mana evaluasi dan pengawasan di 
implementasikan 

 

2.  Apakah refocusing anggaran dan realokasi 
anggaran menjadi perhatian Dewan 

 

3.  Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Medan 
karena dinilai tidak mampu menangani 
dan mengantisipasi penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid 19) 

 

4.  Dinas Kesehatan dituding tidak memiliki 
konsep yang jelas dan tidak terarah dalam 
pencegahan pandemi Covid-19. “Tidak 
ada ketegasan dan abay dengan kondisi 
yang ada. Tidak ada tindakan lebih khusus 
mengantisipasi penyebaran. Padahal 
anggaran besar dan tidak dimanfaatkan 
dengan maksimal dan anggaran yang 
dipakai pun tidak menunjukkan hasil yang 
memadai,” 
 

 

5.  Terkait statemen Kepala Dinas Kesehatan, 
Edwin Effendi, sangat tidak bijaksana 
dengan membebankan persoalan dan 
menyalahkan masyarakat dari pada 
menyadari kelemahannya sendiri. 

 

6.  Sudari minta penjelasan Pemko Medan 
terkait Rp500 miliar yang disediakan 
untuk penanggulangan pandemi Covid-19. 
Dan ada Rp100 miliar untuk 
pemberdayaan ekonomi namun dana 
dimaksud tidak dimanfaatkan dengan baik. 
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Pemko dinilai kurang tepat 
memberdayakan ekonomi bagi masyarakat 
yang terdampak Covid-19. 
 

7.  Sudah lebih dari dua bulan berjalan DPRD 
Kota Medan tidak pernah diberikan 
laporan sejauh mana anggaran yang 
dikucurkan untuk penanganan covid-19 
terpakai.”Awalnya Plt Walikota Medan 
bilang ada Rp500 miliar anggaran 
disiapkan dari hasil refocusing anggaran 
OPD, cuma sejauh mana uang tersebut 
dipergunakan, dan untuk apa saja, kita 
tidak tahu, ke publik maupun ke DPRD 
tidak pernah disampaikan 

 

8.  Komisi II DPRD Medan menyoroti 
anggaran biaya pemakaman Covid-19 
yang mencapai Rp880 juta. Jumlah korban 
warga Medan hanya 103 orang. Dengan 
biaya Rp5 juta per jenazah, harusnya biaya 
yang dikeluarkan untuk warga Medan 
hanya sekitar Rp515 juta. Sisa anggaran 
sejumlah Rp365 juta untuk pemakaman 
sebanyak 87 orang warga bukan Medan 
harusnya bisa ditagihkan ke pemerintah 
daerahnya. “Banyak itu anggarannya. 
Harus ada upaya penuh dalam menagih 
biaya penguburan bagi korban meninggal 
yang bukan penduduk kota Medan,” 
tuturnya seraya menyebut dalam 
kesempatan ini, anggota Komisi II DPRD 
Medan juga mengharapkan BPBD bisa 
menyampaikan program dalam program 
new normal. 

 

9.  Setiap SKPD membuat laporan mengenai 
penerimaan dan pengeluaran kas yang 
tejadi. 

 

10.  Dalam hal penyemprotan disinfektan, 
harus ada standar 14 hari disinfektan di 
titik yang sudah terbukti ada Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) ataupun yang positif. 
Kalau memang setelah ditest di 
lingkungan tersebut tidak ada yang positif 
setelah 14 hari maka wilayah tersebut 
sudah bisa dikatakan relatif steril. 

 

11.  Adanya evaluasi atas pelaksanaan program  
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dan kegiatan 
12.  Adanya evaluasi terhadap ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas apakah telah 
sesuai dengan target yang ditetapkan 

 

13.  Kejelasan sasaran anggaran suatu program 
harus dimengerti oleh semua aparat dan 
pemimpin 

 

14.  Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol 
dengan ukuran atau indikato kinerja yang 
jelas untuk menilai tingkat keberhasilan 
suatu kegiatan atau program 

 

15.  Fraksi Hanura, PSI, PPP (HPP) DPRD 
Kota Medan memberi rapor merah pada 
Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas 
penggunaan APBD tahun anggaran 2019 
yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (Silpa) mencapai Rp 506,651 
miliar. Hal ini membuktikan 
ketidakmampuan dan buruknya 
pengelolaan anggaran yang dilakukan 
Pemko sekligus menunjukkan performa 
kinerja Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang tidak maksimal. 

 

16.  Sementara terkait Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dari sektor pajak daerah pada 
APBD 2019 terealisasi 85,01 persen, 
retribusi daerah teralisasi sebesar 51,03 
persen dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah terealisasi 64,61 persen, 
lanjut Hendra DS belum maksimal karena 
terbukti dari realisasi yang mampu 
diwujudkan hingga tahun anggaran 
berakhir sebesar 79,11 persen. 

 

17.  Tujuh fraksi  DPRD Kota Medan setuju, 
maka pansus Covid 19 DPRD Medan tetap 
terbentuk. Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Medan sudah resmi 
membentuk Panitia Khusus 
(Pansus) Covid-19. Hal tersebut disepakati 
dalam sidang paripurna pembentukan 
Pansus Covid-19,di Ruang 
Paripurna DPRD Medan, Senin 8/6/2020 

 

18.  Kalau misalnya terjadi penyelewengan 
anggaran, pasti kami dari pansus akan 
merekomendasikan ke pimpinan dari OPD 
untuk dilakukan evaluasi terhadap 
anggotanya yang tidak bekerja secara baik 

 

https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/dprd-medan
https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19
https://medan.tribunnews.com/tag/dprd-medan
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ataupun maksimal, untuk pencegahan 
penanganan Covid-19. Kalau ada terkait 
masalah proses hukum kami akan ajukan 
ke aparat hukum," 

19.  Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan 
mencium aroma dugaan korupsi anggaran 
penanganan Covid-19. Alasannya, angka 
positif dan korban meninggal terus 
bertambah. 

 

20.  Kami melihat mereka (Pemkot Medan) 
tidak mempunyai konsep untuk 
penanganan. Tidak ada ketegasan. Bahkan 
perwal (Peraturan Wali Kota) yang sudah 
dibuat tidak diawasi pelaksanaannya. 

 

 

https://medan.tribunnews.com/tag/covid-19

